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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 64 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM. 69 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

Menimbang

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (4) Peraturan
Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan
Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik
Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan
dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 196 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM. 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan
Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api;

bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 196 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun



2016, No.799

Mengingat

1.

2014 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif
Angkutan Orang dengan Kereta Api, terdapat dua prinsip
dasar perhitungan penyusunan tarif yang nilai besaran
biayanya saling berbeda, sehingga terdapat perbedaan
perhitungan tarif, serta perlu dilakukan penyesuaian
perumusan formula perhitungan tarif dasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.
69 Tahun 2014 tentang Pedoman Perhitungan dan
Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Sasunan
Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon [ Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 273);

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan
Perintis Bidang Perekeretaapian, Biaya Penggunaan
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan
dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2012 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi
Angkutan Perintis Bidang Perekeretaapian, Biaya
Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara,
Serta  Perawatan dan = Pengoperasian  Prasarana
Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 252);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1113);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2014
Tentang Tata Cara Pemuatan, Penyusunan,
Pengangkutan dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta
Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1572);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 48 Tahun
2015 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk
Angkutan Orang dengan Kereta Api (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA  ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM. 69 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF
ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API.



